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A. HUKUM POSITIF 

1. Pengertian 

Disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan 

kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat 

secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui 

pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
1
  

Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu 

dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut 

juga sebagai hukum nasional Indonesia. Menurut Hans Kelsen, hukum 

adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan 

aspek “seharusnya” atau das solen, dengan menyertakan beberapa 

peraturan tentang apa yang harus dilakukan.  

Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan 

antara apa yang ada (das sein) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan 

bahwa tidak memungkinkan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual 

bagi das solen. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan 

pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-

aksi alamiah.
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Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. 

Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh 

pengaruh kuat dari ajaran positivisme pada umumnya. Sehingga, 

pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam 

sistem peraturan perundang-undangan. Positivisme merupakan suatu aliran 

filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber 

pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkaitan dengan 

metafisik.
3
  

Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data 

empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu 

sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja 

merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, sehingga 

tidak ada spekulasi yang dapat menjadi pengetahuan.
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2. Bentuk Hukum positif  

a. Hukum Tertulis 

Hukum tertulis adalah sistem hukum yang secara resmi dibuat 

oleh pemerintah setempat dan disepakati secara bersamasama. Hukum 

yang tercatat ini, sebagai fondasi utama, merupakan hasil kolaborasi 

antara badan legislatif dan eksekutif. Contohnya termasuk Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana(KUHPidana), Undang-Undang (UU), 

Peraturan Pemerintah (PP), dan regulasi hukum lainnya. 
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Konstitusi negara, sebagai pijakan hukum dasar yang tertulis, 

memberikan landasan konseptual bagi semua kegiatan negara. Hukum 

tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang 

penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan 

sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan.  

Hukum perdata tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata), sementara hukum pidana tertera dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Hukum tertulis yang 

dijadikan kode ini merujuk pada sistem hukum negara yang telah 

diatur secara tertulis dalam publikasi resmi dan telah diumumkan atau 

disahkan.  

Kodifikasi hukum memberikan kepastian hukum, otoritas 

hukum, dan upaya untuk menyederhanakan hukum. Namun, 

kelemahannya adalah hukum menjadi kurang responsif terhadap 

perkembangan yang terus berubah dengan cepat. Sebaliknya, hukum 

yang tidak dikodifikasikan akan memiliki ciri yang berbeda. 

b. Hukum Tidak Tertulis  

Hukum tidak tertulis adalah kebalikan dari hukum tertulis. Ini 

merujuk pada hukum yang tidak diatur atau dijelaskan secara resmi 

dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup dan 

berkembang dalam kehidupan masyarakat atau adat, serta dalam 

praktik ketatanegaraan atau konvensi.  

Hukum tidak tertulis, yang kerap dikenal sebagai hukum 

kebiasaan atau hukum adat, merujuk pada norma-norma hukum yang 



tidak secara eksplisit tercantum dalam peraturan tertulis. Aturan 

semacam ini muncul dan berkembang seiring dengan dinamika sosial, 

tradisi yang berlangsung turun-temurun, kebiasaan masyarakat, serta 

nilai-nilai dan prinsip yang diakui secara kolektif oleh komunitas 

setempat. 

B. HUKUM ISLAM 

Hukum Islam, atau yang sering disebut Syariah adalah sistem hukum 

yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. 

Ia mencakup seluruh aspek kehidupan Muslim, mulai dari ibadah, muamalah 

(transaksi), jinayat (kriminal), hingga ahwal syakhsiyyah (hukum keluarga). 

Memahami teori dasar hukum Islam memerlukan pengkajian terhadap 

sumber-sumbernya, metodologi pengambilannya (istinbath), dan klasifikasi 

hukumnya. 

1. Sumber-Sumber Hukum Islam ( Maṣādir al-Sharīʿah) 

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua kategori utama: sumber 

primer dan sumber sekunder. 

 Al-Qur'an: Merupakan sumber hukum utama dan paling otentik 

dalam Islam. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Kandungannya mencakup 

akidah, syariah, akhlak, kisah-kisah umat terdahulu, dan prinsip-prinsip 

umum kehidupan. Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, meskipun 

jumlahnya relatif sedikit dibandingkan keseluruhan Al-Qur'an, menjadi 

fondasi bagi seluruh bangunan hukum Islam. 



 As-Sunnah السنة: Merupakan segala perkataan, perbuatan, dan 

ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah berfungsi sebagai penjelas, 

penguat, dan bahkan penetap hukum baru yang tidak disebutkan secara 

eksplisit dalam Al-Qur'an. Sunnah juga membantu memahami konteks dan 

aplikasi ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi SAW, sebagai manifestasi 

dari Sunnah, dikumpulkan dan diriwayatkan oleh para sahabat dan ulama 

hadis. 

 Ijma' Adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Islam 

pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum syara' setelah wafatnya 

Nabi Muhammad SAW. Ijma' dianggap sebagai sumber hukum yang kuat 

karena mencerminkan konsensus umat dan sejalan dengan prinsip "tidak 

akan bersepakat umatku dalam kesesatan." Ijma' bisa terjadi dalam bentuk 

eksplisit atau implisit. 

 Qiyas: Merupakan metode analogi, yaitu menyamakan hukum 

suatu kasus baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau 

Ijma' dengan kasus yang sudah ada hukumnya, karena adanya persamaan 

'illat (sebab atau motivasi hukum) di antara keduanya. Qiyas menjadi 

metode penting untuk mengembangkan hukum Islam agar relevan dengan 

permasalahan kontemporer. 

2. Metodologi Pengambilan Hukum (Istinbāṭ al-Aḥkām) 

Istinbath adalah proses penggalian dan perumusan hukum syara' 

dari sumber-sumbernya oleh seorang mujtahid. Proses ini melibatkan 

pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan 

Hadis, ushul fiqh, serta konteks sosial dan budaya. 



Ushul Fiqh (الفقه أصول): Adalah ilmu yang mempelajari kaidah-

kaidah dan metodologi yang digunakan untuk menggali hukum syara' dari 

sumber-sumbernya. Ilmu ini membahas tentang dalil-dalil syara', macam-

macam hukum (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah), kaidah-kaidah 

penafsiran nash (teks), serta kondisi-kondisi seorang mujtahid. 

Ijtihad (الاجتهاد): Adalah pengerahan segenap kemampuan oleh 

seorang mujtahid untuk menemukan hukum syara' dari dalil-dalilnya. 

Ijtihad diperlukan ketika suatu permasalahan tidak ditemukan secara 

eksplisit dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma'. Hasil ijtihad bisa berupa 

kesepakatan (ijma') atau perbedaan pendapat (ikhtilaf), yang melahirkan 

berbagai mazhab fiqh. 

3. Klasifikasi Hukum Islam ( ${ \text{Aḥkām al-Sharʿīyah} }$ ) 

Hukum Islam secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Hukum Taklifi: Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf 

(individu yang dikenai beban hukum) dan mengandung tuntutan untuk 

melakukan atau meninggalkan sesuatu. Hukum taklifi terbagi menjadi 

lima kategori: 

1) Wajib: Perbuatan yang harus dilakukan, jika ditinggalkan berdosa, 

jika dilakukan mendapat pahala (misalnya shalat fardhu). 

2) Mandub/Sunnah: Perbuatan yang dianjurkan, jika dilakukan 

mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa (misalnya shalat 

rawatib). 



3) Haram: Perbuatan yang harus ditinggalkan, jika dilakukan berdosa, 

jika ditinggalkan mendapat pahala (misalnya minum khamr). 

4) Makruh: Perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, jika 

ditinggalkan mendapat pahala, jika dilakukan tidak berdosa 

(misalnya makan bawang mentah sebelum ke masjid). 

5) Mubah: Perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan, tidak 

ada konsekuensi pahala atau dosa (misalnya makan dan minum). 

b. Hukum Wadh'i: Hukum yang menetapkan adanya hubungan sebab-

akibat, syarat-musyarat, atau penghalang-penghalang. Hukum wadh'i 

tidak secara langsung menuntut perbuatan, melainkan menetapkan 

suatu keadaan yang mempengaruhi hukum taklifi. Contohnya: 

1) Sebab: Terbitnya matahari sebagai sebab wajibnya shalat subuh. 

2) Syarat: Wudhu sebagai syarat sahnya shalat. 

3) Mani': Haid sebagai penghalang bagi wanita untuk shalat. 

Teori dasar hukum Islam adalah fondasi yang kokoh bagi 

pemahaman dan penerapan Syariah dalam kehidupan Muslim. Dengan 

memahami sumber-sumbernya yang otentik, metodologi penggalian 

hukumnya yang sistematis, dan klasifikasi hukumnya yang terperinci,  

umat Muslim dapat menjalankan ajaran agamanya dengan benar 

dan relevan di setiap zaman. 

 

 

 



C. KEDUDUKAN WALI 

1. Pengertian Pernikahan 

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih 

sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.
5
 

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: 

"Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
6
 

Dalam al-Qur‟an surat ar-Rum ayat 21 adalah salah satu dasar 

hukum pernikahan, yaitu : 

 ب يَ نْكَمُْ  وجَعَلََ  الِيَ هْاَ ا لتِّسَكْنُ وُْ  ازَْواَجاً انَ فْسُِكمُْ  منِّْ  لكَمُْ  خلَقََ  اَنْ ومَنِْ ايٰتٰوِ 
 ي َّت فَكََّرُوْنَ  لقِّوَْم   لَيَٰٰت   ذلِٰكَ  فِْ  اِنَّ  وَّرحْةًَْ  مَّوَدَّةً 

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7
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Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya 

terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir 

dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota 

keluarga.
8
 

Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka pernikahan dilakukan secara 

baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun 

syarat nikah adalah: Pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin 

menikahinya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi.
9
 Sedangkan rukunnya nikah 

adalah:  

a. Calon mempelai pria, syaratnya :  

1) Beragama Islam.  

2)  Jelas orangnya.  

3)  Dapat memberikan persetujuan. 

4)  Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam  

5)  menjalani iddah talak raj‟i. 

6)  Bukan mahram calon istri. 

b. Calon mempelai wanita, syaratnya : 

1) Beragama Islam.  

2)  Perempuan.  

3) Jelas orangnya.  
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4) Dapat dimintai persetujuannya.  

5) Tidak terdapat halangan pernikahan.  

6) Tidak sedang ihram haji/umrah.  

7) Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk 

menikahkahnya.  

8)  Bukan mahram calon suami.
10

 

c. Wali nikah, syaratnya:  

1) Beragama Islam. 

2)  Laki-laki.  

3)  Dewasa.  

4)  Mempunyai hak perwalian.  

5)  Tidak terdapat halangan perkawinan.  

d. Saksi nikah, syaratnya: 

1) Minimal dua orang laki-laki.  

2)  Hadir dalam ijab qabul.  

3) Dewasa.  

4) Dapat mengerti maksud akad.  

5)  Islam.  

e. Ijab kabul, syaratnya;  

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 

2)  Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, 

misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah" 
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4) . Antara ijab dan kabul bersambungan, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, 

misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya. 

5)  Antara ijab dan kabul jelas maksudnya, tidak dengan kata-kata sindiran, 

termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.  

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji/umrah. 

7)  Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon 

suami atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi.
11

 

  Adapun rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 yakni adanya calon suami, 

calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.
12

 Sedangkan syarat 

perkawinan dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut dalam 

pasal 6 dan 7 Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, Perkawinan kurang 

21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua, Apabila diantara kedua orang tua 

telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan 

kehendaknya.  

  Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis 

keturunan ke atas selama masih ada,perkawinan diijinkan apabila pria mencapai umur 

19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun, dalam hal menyimpang tentang umur 

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk 

oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
13

 

  Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974 tentang perkawinan 

menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. 
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b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masingmasing 

agamanya dan kepercayaannya itu.  

c.  Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Perkawinan berasaskan monogami. 

e.  Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 

f. melangsungkan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan.  

g. Batas umur untuk kawin baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria 

dan 16 tahun bagi wanita.  

h. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.
14

 

2. Pengertian Wali Nikah 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang 

yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.
15

 

Secara etimologis “wali‟‟ mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. 

Wali mempunyai banyak arti, antara lain: 

a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak 

yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa 

b. . Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji 

nikah dengan pengantin laki-laki).  

c.  Orang saleh (suci) penyebar agama.  

d.  Kepala pemerintah dan sebagainya.
16
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Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. 

Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang 

yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali 

yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat 

dialihkan kepada orang lain.  

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang 

paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, 

jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi‟i mengatakan wali itu adalah ahli waris 

dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.
17

 

Jumhur Ulama‟ berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad 

pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh 

walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang 

wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal.  

Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut 

madzhab Hanafi mengemukakan “seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan 

sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewamenyewa), 

rahn (gadai) dan sebagainya.
18

 

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan 

berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, 

termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik 

punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya 

maupun tidak. 
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3. Dasar Hukum Wali Nikah 

Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak di bicarakan 

dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama‟ keberadaan wali dalam sebuah 

pernikahan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur‟an dan Hadist. Adanya wali bagi 

seorang wanita atau seorang yang tidak mukallaf dalam akad nikahnnya merupakan rukun 

akad nikah tersebut, dasarnya adalah firman Allah 

ب يَ نْ هَمُْ  واَِذاَ طلََّقتْمُُ النسِّاَءَۤ ف بَ لَغَنَْ اجَلَهَنَُّ فلَََ ت عَْضلُوُىْنَُّ اَنْ ي َّنكْحِنَْ ازَْواَجهَنَُّ اِذاَ ت رَاَضوَاْ

فِ  لكَمُْ ذلٰكِمُْ ازَكْىٰ  ۗ  منَْ كاَنَ منِكْمُْ ي ؤُمْنُِ بِِللِّّٰ واَليْ وَْمِ الَْخٰرِِ  ۗ  ذلِٰكَ ي وُعْظَُ بوِ ۗ  بِلِمْعَرُْوْ

ُ ي عَلْمَُ واَنَ تْمُْ لََ ت عَلْمَوُْنَ  ۗ  واَطَهْرَُ   واَللّّٰ
“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan 

kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin 

kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada 

orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci 

bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” 

(Al-Baqarah: 232) 

 

Kata “larangan” dalam ayat ini merujuk kepada para wali, sebagaimana dijelaskan 

dalam konteks turunnya ayat tersebut. Artinya, para wali termasuk pihak yang memiliki 

potensi untuk menghalangi berlangsungnya suatu pernikahan, terutama jika pernikahan 

tersebut dilakukan tanpa seizin mereka atau tidak mematuhi aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh agama.
19 

ج   غيََ   و ِ الََِ الَ  مَّتاَعاً لَِّزَواَجهِمِ وَّصيَِّةً    ازَواَجاً ويَذََرُونَ  منِکمُ ي تُ وَفََّونَ  نَ واَلَّذيِ  فاَِن    اخِراَ

ف   منِ انَفسُهِنَِّ  فِ  ف عَلَنَ  ماَ فِ  علَيَکمُ جنُاَحَ  فلَََ  خرَجَنَ   حکَيِم   عزَيِز   واَللُّّٰ  مَّعرُو
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“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, 

hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa 

mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada 

dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri 

dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” 

 

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang janda memiliki hak untuk menentukan 

pernikahannya sendiri dan melarang wali untuk menghalanginya, selama ia telah merasa 

puas dan rela. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang 

menyebutkan bahwa “Janda dan perempuan yang telah dicerai lebih berhak menentukan 

urusan pernikahannya dibandingkan walinya.” (HR. Abu Daud).
20

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. 

Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19 ”wali nikah dalam perkawinan merupakan 

rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya”.
21

 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan 

wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2:”Untuk melangsungkan perkawinan seorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 

tua.
22

 

Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah 

tangga yang akan dibangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak 

ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-

laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya. 

4. Syarat-Syarat Wali Nikah 
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Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka 

nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur‟an dan hadits 

sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi‟i dan Hambali, perkawinan harus 

dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.
23

 

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa ”Yang 

bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam 

yakni muslim, aqil dan baligh.”
24

 

Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa 

seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila 

orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin 

diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan 

menyatakan kehendaknya.
25

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah 

adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak 

dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan 

tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya). 

5. Urut-Urutan Menjadi Wali Nikah 

Apabila seorang perempuan hendak menikah, ia wajib memperoleh persetujuan 

dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka 

sebagai pengganti walinya ialah penguasa.
26
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Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. 

Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari 

wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya 

timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak („adal), atau tidak ada, atau 

karena sebab lain. 

Dalam KHI, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam 

pasal 21 ayat 1 yaitu: “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 

kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  

Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek 

dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.  

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara 

seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung 

kakek, saudara laki -laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka”.
27

 

Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila di lihat maka dalam satu 

kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang 

paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 

wanita.  

Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak 

menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat 

seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama 
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derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi 

wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.  

Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, 

misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi 

wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya:  

1. Ayah kandung 

2.  Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.  

3.  Saudara laki-laki sekandung.  

4. Saudara laki-laki seayah 

5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.  

6.  Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.  

7.  Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.  

8.  Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. 

9.  Saudara laki-laki seayah kandung (paman).  

10.  Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)  

11.  Anak laki -laki paman sekandung.  

12.  Anak laki-laki paman seayah.  

13.  Saudara laki-laki kakek sekandung.  

14.  Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.  

15.  Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah. 

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang 

menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali 

hakim. 



6. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan 

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama 

dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad 

tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa 

wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan 

merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.
28

 

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan 

hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali 

ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, 

sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda.  

Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam 

pernikahan.Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan 

penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang 

gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis 

menunjukkan persetujuannya.
29

 

Dalam pandangan ulama‟ Fiqih, Terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. 

Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara 

mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh 

dalam hal lainnya. Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia 

mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud 
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mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan 

gadis iti dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya.
30

 

D. Wali Nikah Bagi Janda menurut Beberapa Mazhab 

1. Mazhab Hanafi 

Menurut Imam Hanafi adalah perwalian dalam nikah teruntuk perempuan gadis 

kecil saja serta belum cukup umur, lalu perempuan yang dianggap sudah paham dan 

mengerti atau janda-janda dibolehkan untuk melangsungkan pernikahannya itu karena 

dalam pendapat ini wali nikah bukun rukun perkawinan.
31

  Bagi seorang janda yang 

memiliki keinginan untuk menikah lagi sangat diperbolehkan dalam Islam apabila 

pernikahan yang akan dilangsungkan itu sesuai atas kemauannya tidak didasari paksaan 

oleh walinya atau siapapun itu
32

. 

Adapun istilah wali Mujbir di dalam Fiqih Islam yaitu, wali yang berhak untuk 

memilih dan menentukan calon pasangan bagi perempuan yang ada dibawah 

perlindungannya. Wali Mujbir disini ialah ayah, kakek, dan nasab keatas dari perempuan 

tersebut. Berikut pendapat Imam Mazhab tentang wali Mujbir bagi perempuan.
33

 

Menurut Imam Hambali Hak wali untuk menikahkan orang lain dengan orang yang dia 

inginkan. Wali Mujbir ditetapkan kepada anak perempuan yang masih kecil, perempuan 

gila, dan budak perempuan yang dibebaskannya. Namun tidak berlaku bagi anak 

perempuan yang sudah dewasa.
34
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Imam Abu Hanifah memang memberikan kebebasan kepada gadis yang telah 

baligh untuk menikah berdasarkan pilihannya sendiri, tetapi tetap memandang bahwa 

peran wali sebagai syarat pernikahan tidak bisa diabaikan. Ia berpendapat bahwa 

perempuan dewasa memiliki hak untuk mengelola hartanya sendiri tanpa izin wali, 

sehingga ia juga seharusnya memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya. 

Namun, beliau mengakui bahwa seorang gadis yang belum berpengalaman cenderung 

memiliki rasa malu yang besar, berbeda dengan janda yang telah memahami kehidupan 

pernikahan.  

Menurut Madzhab Hanafi bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa 

adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, 

dengan syarat calon suaminya sekufu dan maharnya tidak kurang dari mahar yang 

berlaku pada masyarakat sekitar. Hanafi juga membolehkan wanita dewasa yang telah 

baligh dan berakal sehat memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, 

baik dia perawan ataupun janda. Tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas 

dirinya atau menentang pilihanya syarat yang dipilih itu sekufu. Tetapi bila dia memilih 

seseorang laki-laki yang tidak sekufu denganya maka wali boleh melarangnya.
35

 

 

نْ فإَِنْ طلََّقهَاَ فلََ تََلُِّ لوَُ منِْ ب عَدُْ حَتََّّ ت نَكْحَِ زَوجْاً غيَ رْهَُ فإَِنْ طلََّقهَاَ فلََ جنُاَحَ علَيَهْمِاَ أَ 
)ي تَ رَاَجعَاَ  ٖٕإِنْ ظنََّا أَنْ يقُيِماَ حدُُودَ اللَِّّ وتَلِْكَ حدُُودُ اللَِّّ ي بُيَنِّ هُاَ لقِوَْم  ي عَلْمَوُنَ  ٓ) 

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal 

lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang 

lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama 

dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang 

diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah. 230) 
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ن هَمُْ وإَِذاَ طلََّقتْمُُ النسِّاَءَ ف بَ لَغَنَْ أجَلَهَنَُّ فلََ ت عَْضلُوُىنَُّ أَنْ ي نَكْحِنَْ أزَْواَجهَنَُّ إِذاَ ت رَاَضوَاْ ب يَ ْ 
فِ ذلَِكَ يوُعظَُ بوِِ منَْ كاَنَ منِكْمُْ ي ؤُمْنُِ بِِللَِّّ وَ  ُ بِلِمْعَرُْو اليْ وَْمِ الآخرِِ ذلَكِمُْ أزَكْىَ لكَمُْ وأَطَهْرَُ واَللَّّ

( ٕٖي عَلْمَُ وأَنَ تْمُْ لَ ت عَلْمَوُنَ  ٕ) 
 

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa 

idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) 

suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 

patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang 

beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan 

lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak 

mengetahui. (Al-Baqarah. 232) 

 

Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur‟an dan hadis yang mereka pahami, ulama 

Hanafiyah menyimpulkan bahwa perempuan dewasa yang berakal mampu menikahkan 

dirinya sendiri tanpa intervensi wali. Terkait hadis “tidaklah sah tanpa wali” dan hadis-

hadis serupa, mereka memberikan interpretasi bahwa hadis tersebut memiliki dua 

kemungkinan makna yaitu Pernikahan tanpa wali dianggap tidak sempurna, tetapi tetap 

sah. Jika kata "tidak sah" benar-benar dimaksudkan dalam hadis tersebut, maka itu hanya 

berlaku bagi perempuan yang masih di bawah umur atau yang belum sempurna akalnya. 

Menurut Imam Abu Hanifah Wali nikah merupakan syarat bagi anak kecil, orang 

gila, dan budak. Sedangkan orang merdeka dan mukallafah, boleh melangsungsungkan 

sendiri akad nikahnya tanpa wali dan wali mempunyai hak sanggah apa bila 

pekawinannya tidak srkufu.dan belum hamil yang nyata. Menurut Imam Malik bin Anas 

bahwa Wali dalam nikah adalah salah satu rukun, sehingga nikah yang di laksanakan 

tanpa Wali, tidak hukumnya.
36

 

Karena itu, dalam hal memilih calon suami yang tepat, sebaiknya tetap ada 

persetujuan dari ayah atau wali untuk mencegah terjerumus pada pilihan yang hanya 

                                                 
36

 Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat 

Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi‟i Dan Hanbali)." Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara 3.1 (2020): 84 



didasari hawa nafsu semata. Meski begitu, menurut Mazhab Hanafi, pada dasarnya 

keinginan pribadi si gadislah yang harus diutamakan dalam pernikahan, karena izin wali 

hanya bersifat pelindung dan bukan penentu mutlak dalam sahnya pernikahan.
37

 

2. Mazhab Syafi‟i dan Hambali 

Menurut Madzhab Syafi‟i dan Hambali jika seseorang wanita yang baligh dan 

berakal sehat itu masih gadis, maka hak untuk mengawinkan dirinya ada wali, akan tetapi 

bila ia janda maka hak itu ada pada keduanya.
38

 Wali tidak boleh mengawinkan wanita 

janda itu tanpa persetujuanya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan 

dirinya tanpa restu dari wali. Namun pengucapan akad adalah wali. Akad yang diucapkan 

hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad sendiri memerlukan 

persetujuan. Persetujuan dari janda adalah wajib, adapun yang berhak melakukan akad 

nikah adalah wali. 

Menurut Imam Syafi‟i,.
39

perkawinan harus dilangsungkan dengan Wali, dan tidak 

sah nikah , apa bila pernikahan tanpa Wali. Imam Syafi‟i metode istinbatnya berpegang 

kepada Nash Hadits Ahad dan mengenyampingkan Qiyas selama Nash, dekalipun dari 

Hadits Ahad. Menurut Imm Ahmad Bin Hambal, bahwa niah tidak sah, apa bila tanpa 

Wali. Beliau berpegangan pada Nash, meskipun berupa Hadits Dla’if.
40

 

Ulama dari mazhab Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad 

nikah harus dilangsungkan oleh wali, tanpa membedakan apakah perempuan tersebut 
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sudah dewasa, masih anak-anak, berstatus janda, perawan, berakal sehat, atau tidak. 

Perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri.
41

 

Adapun dalil dari pandangan ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, meskipun secara 

eksplisit ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara langsung mewajibkan adanya wali, namun 

konteksnya mengarah pada peran wali dalam pernikahan. 

ن هَمُْ وإَِذاَ طلََّقتْمُُ النسِّاَءَ ف بَ لَغَنَْ أجَلَهَنَُّ فلََ ت عَْضلُوُىنَُّ أَنْ ي نَكْحِنَْ أزَْواَجهَنَُّ إِذاَ ت رَاَضوَاْ ب يَ ْ 
فِ ذلَِكَ يوُعظَُ بوِِ منَْ كاَنَ منِكْمُْ ي ؤُمْنُِ  ُ  بِلِمْعَرُْو بِِللَِّّ واَليْ وَْمِ الآخرِِ ذلَكِمُْ أزَكْىَ لكَمُْ وأَطَهْرَُ واَللَّّ

( ٕٖي عَلْمَُ وأَنَ تْمُْ لَ ت عَلْمَوُنَ  ٕ) 
 

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, 

apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah 

yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah 

dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232)  

 

تِ حَتََّّ ي ؤُمْنَِّ ولَأمةَ  مؤُمْنِةَ  خيَ رْ  منِْ مشُرْكِةَ  ولَوَْ أعَجْبَ تَكْمُْ ولََ ت نُكْحُِ  وا ولََ ت نَكْحِوُا المْشُرْكِاَ
ك  ولَوَْ  ُ يدَعْوُ المْشُرْكِيَِن حَتََّّ ي ؤُمْنِوُا ولَعَبَدْ  مؤُمْنِ  خيَ رْ  منِْ مشُرِْ أعَجْبَكَمُْ أُولئَِكَ يدَعْوُنَ إلََِ النَّارِ واَللَّّ

( سِ لعَلََّهمُْ ي تَذَكََّرُونَ   (ٕٕٔإلََِ الْنََّْةِ واَلمْغَفْرِةَِ بِِِذنْوِِ ويَ بُينُِّ آيَتَوِِ للِنَّا
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 

dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin 

lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221) 

 

دكِمُْ وإَمِاَئكِمُْ إِنْ يكَوُنوُا ف قُرَاَءَ ي غُنْهِمُِ اللَُّّ منِْ فضَْ وأَنَْ  ُ كحِوُا الأيَمَىَ منِكْمُْ واَلصَّالِيَِن منِْ عبِاَ لوِِ واَللَّّ
( ٖواَسعِ  علَيِم   ٕ) 

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga 

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 
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perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka 

dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. 

(QS. An-Nur: 32) 

 

Ketiga ayat tersebut ditujukan kepada para wali, sehingga secara implisit 

menunjukkan bahwa wali memang memiliki peran penting dan wajib dalam pernikahan. 

Dalam konteks budaya Arab pada masa turunnya ayat, urusan pernikahan memang 

berada di tangan wali. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut dianggap sebagai bentuk 

pengakuan (taqrir) terhadap keabsahan peran wali. 

3. Madzhab Maliki 

Dalam mazhab Malikiyah, terdapat perbedaan pandangan yang cukup 

signifikan mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Perbedaan ini menunjukkan 

adanya keragaman pemikiran di kalangan ulama Malikiyah dalam memahami dalil-

dalil syariat yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

a. Pandangan pertama berasal dari riwayat Ashhab, yaitu para murid utama Imam 

Malik, yang berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan syarat mutlak dalam 

sebuah akad pernikahan. Menurut pandangan ini, seorang perempuan tidak dapat 

menikahkan dirinya sendiri, meskipun ia telah dewasa dan berakal sehat. Tanpa 

kehadiran wali yang sah, maka akad pernikahan dianggap tidak sah secara hukum. 

Oleh karena itu, posisi wali dalam pandangan ini sangat sentral dan tidak dapat 

diabaikan dalam proses pernikahan. 

b. Sementara itu, pandangan kedua datang dari riwayat Ibn Qasim, salah satu murid 

Imam Malik yang juga dikenal sebagai ahli fiqih terkemuka. Menurut Ibn Qasim, 

kehadiran wali dalam pernikahan hanya bersifat sunnah, bukan kewajiban. 

Artinya, seorang perempuan dewasa dan berakal sehat tetap dapat melangsungkan 



pernikahan tanpa wali, dan pernikahan tersebut tetap sah secara hukum. Wali 

dalam hal ini hanya berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian dan pelengkap dalam 

proses pernikahan, tetapi bukan syarat yang menentukan keabsahannya. 
42

 

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Malikiyah, namun 

keduanya tetap merujuk pada dalil-dalil yang sama dengan yang digunakan oleh mazhab-

mazhab lainnya, baik dari Al-Qur‟an maupun hadis. Perbedaan tersebut lebih pada 

pendekatan metodologis dan penafsiran terhadap nash, sehingga menghasilkan 

pemahaman yang beragam dalam praktik hukum Islam, khususnya dalam persoalan wali 

nikah. 

E. Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan kedudukannya di kecamatan, secara 

otomatis KUA adalah ujung tombak Kementrian Agama dalam membina kehidupan 

beragama di masyarakat. Dan karena hal itulah KUA menjadi kebutuhan bagi setiap 

daerah. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pencatat pernikahan, dan juga 

membidangi bidang-bidang lainnya, seperti zakat, pembinaan haji, pemberdayaan wakaf, 

pembinaan tilawatil qur‟an dan sejenisnya. Peran tersebut menegaskan bahwa KUA 

adalah instansi Kementrian Agama yang banyak berkaitan langsung dengan pembinaan 

masyarakat di bidang keagamaan.
43

 

F. Wali Janda Dalam Undang-undang 
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Berbeda dengan hukum perkawinan sebelumnya yang menganut konsepsi hukum 

perkawinan Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan justru 

memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan 

kepada hukum negara, agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai secara 

administrasi.
44

 Secara adminitrasi yaitu dimana suatu keterangan bahwa perkawinan yang 

akan dilangsungkan diketahui oleh keluarganya khususnya wali dari wanita yang akan 

menikah. Agar nantinya perkawinan yang telah dilaksanakan sah menurut hukum Negara 

secara administrasi dan hukum agama kepercayaan masing-masing.
45

 

 Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan 

telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan hukumnya berdasarkan hukum yang diatur 

di dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dan hukum agamanya masing-masing mempelai. Namun ketentuan wali nikah bagi 

wanita baik janda atau gadis memang tidak diatur baik di dalam Undang-undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Akan tetapi mengenai wali baik seorang janda atau gadis secara jelas yang di dalam suatu 

perkawinan tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan 

para pihak yang melangsungkan perkawinan.
46

 

 Hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: pegawai pencatat nikah yang tidak 

                                                 
44

 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996. 
45

 Prof. DR. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia AntaraFiqih Munakahat dan Undang-undang 

Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011. 
46

 Prof. DR. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia AntaraFiqih Munakahat dan Undang-undang 

Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011. 



berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 

(dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dan garis 

keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami Jadi, secara jelas dari bunyi pasal 

tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali 

yang berhak, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.  

Dengan melihat pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dilihat bahwa apa yang dinyatakan 

sah dalam agama dan kepercayaan masing-masing mempelai adalah juga sah menurut 

Undang-undang perkawinan.
47

 Dengan demikian pada dasarnya tidak adanya perbedaan 

antara agama Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Seperti kewajiban seorang wanita baik janda ataupun gadis yang harus menggunakan 

wali nikah ketika akan melaksanakan perkawinan. Kewajiban untuk memakai wali ini 

memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan.Hanya saja Undang-undang ini mengatur untuk ijinnya terhadap wali untuk 

menikah.Tidak adanya pengaturan mengenai wali nikah untuk seorang janda maupun 

gadis di dalam Undangundang perkawinan ini menjadi celah untuk melakukan 

kecurangan oleh oknum-oknum tertentu khususnya janda. 

Mengenai hal-hal tersebut dilatarbelakangi oleh suatu permasalahan yang 

menyebabkan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang 

tidak sah sehingga syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang bersifat 

administratif dipalsukan dan perkawinan ini dapat dibatalkan oleh pihak keluarga yaitu 

wali nasabnya sebagi pemohon.  

Pembatalan perkawinan ini dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak 

mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan 
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Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undangundang 

tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian 

pembatalan perkawinan. 

Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hanya perkawinan dapat 

dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat diartikan bisa batal atau bisa tidak 

batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.
48

  

Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi 

syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal. Walaupun dalam Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan 

tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan. 

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimuat dalam Pasal 26 dan 27 yaitu sebagai 

berikut:
49

 

a) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak 

berwenang,  

b)  Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,  

c)  Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,  

d) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,  

e) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. 

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat 

dibatalkan apabila: 

a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama 
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b)  Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain 

yang mafqud (hilang) 

c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain, 

Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,  

d) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak 

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 dan 23. 

G. Mashlahah  

1. Pengertian Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah tediri dari dua kata, yaitu Maslahah dan mursalah.Kata 

“maslahat” yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab (Maslahah) dengan 

jama‟nya mashalih
50

 yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, 

kebaikan, guna atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk mashdar dari fi‟il shalaha
51

 

,ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.  

Sebelum kata Maslahah menjadi suatu istilah yang digunakan dalam 

membicarakan hukum Islam, orang tidak memerlukan penafsiran atau pengertian 

khusus, karena pada ghalibnya orang Arab sudah mengerti kata maslahat ini dipakai 

dalam rangkaian kalimat. Sementara itu para sahabat Nabi saw yang mempergunakan 

kata maslahat ini tidak mempersoalkan definisinya.
52

  

Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari maslahat adalah maf‟alat yang 

mengandung arti “banyak”.Maksudnya yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah 
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“banyak terjadi” atau “banyak terdapat”
53

 .Sehingga dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa maslahat adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan.  

Maslahat secara etimologi adalah kata mufrad dari maslahat sama artinya dengan 

al- shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istislah 

yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata maslahat atau istishlah ini diidentikan 

dengan al- Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat 

penggunaannya. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu 

apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, 

kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan maslahat. 

 Secara general, maslahat ini seperti manfaat menurut lafal dan 

maknanya.Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam 

menjaga, mempertahankan atau memeliharanya.
54

 Karena itu setiap yang mengandung 

manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau 

menghindarkannya dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan maslahat.
55

  

Dari beberapa definisi maslahat di atas dapat dipahami bahwa maslahat menurut 

istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, 

jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer 

bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal 

tersebut, manusia akan meraih kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang 

hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.  
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Dari beberapa definisi di atas dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat 

perbedaan, tetapi secara prinsip adalah sama yaitu bahwa yang dimaksud dengan 

maslahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan 

kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak 

kemudharatan.  

2. Macam-Macam Maslahah 

Untuk memelihara mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para 

ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian Maslahah, dilihat dari beberapa 

segi tinjauan.Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya; Kedua, tinjauan dari 

segi cakupan/kandungannya,;Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya.,; 

dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan Maslahah menurut syara‟.
56

 Dilihat dari 

segi segi prioritas penggunaannya, mashlahat di bagi menjadi kepada tiga macam, yaitu 

: 

a. Maslahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan 

pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu 

;  

1. memelihara agama, 

2. memelihara jiwa, 

3. memelihara akal, 

4. memelihara keturunan, 

5. memelihara harta.  
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Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah. 

b. Maslahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan 

kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk 

mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain 

mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang 

dihadapinya.
57

 Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi 

orang yang sedang musafir; dalam bidang mu‟amalah dibolehkan berburu binatang 

dan memakan makanan yang baik-baik. 

c. Maslahah al-Tahsiniyah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa 

keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya 

dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan 

ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan 

najis dari badan manusia.
58

  

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat 

menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan al-

dharuriyah harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan hajiyah, dan kemashlahatan 

hajiyah lebih didahulukan dari kemashlahatan tahsiniyah. 

Dilihat dari segi kandungan Maslahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada 

:  

1) Maslahah al-„Ammah , yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan 

orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi 

bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.Misalnya para 
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ulama membolehkan membunuh penyebar bid‟ah yang dapat merusak „aqidah umat, 

karena menyangkut kepentingan orang banyak. 

2) Maslahah al-Khashah, yaitu kemashlahaatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, 

seperti kelashlahatan yang berkaitaan dengan pemutusan hubungan perkawinan 

seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). 

Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana 

yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan 

kemashlahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam 

mendahulukan kemashlahatan umum daripada kemashlahatan peribadi. Penelitian ini 

menganalisis kemashlahatan dari dilahirkannya peraturan harus ada wali dalam 

pernikahan gadis maupun janda. 

 


